BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, dimana mereka tidak bisa hidup
secara individu dan pasti membutuhkan bantuan dan peran orang lain. Sifat
saling tergantung inilah yang menghasilkan bentuk kerjasama tertentu yang
bersifat tetap dan menghasilkan bentuk masyarakat tertentu.

Tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dalam KUHP, sebagai
berikut :

Pasal 340 berbunyi :'

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana,
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu
tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Istilah Pembunuhan dalam KUHP adalah kesengajaan menghilangkan
nyawa orang lain, sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pembunuhan yaitu
perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh

adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah

'Moeljatno, kitab Undang-Undang Hukum Pidana,(Jakarta : Bumi Aksara2009), 123.



perampasan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak

berfungsinya seluruh anggota.

Sedangkan keterkaitan beberapa orang bersepakat melakukan

kejahatan (penyertaan)dapat dilihat dalam KUHP Pasal 55-56 berbunyi

sebagai berikut :

(1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu :*

1.

Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut
melakukan.

Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan
kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalah
pahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana
atau  keterangan-keterangan, dengan  sengaja  telah
menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang

bersangkutan.

(2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat

dipertangungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-

tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk

dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

(3) Sedangkan ketentuan pidana dalam pasal 56 KUHP menurut

rumusanya berbunyi:
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1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan
dalam melakukan kejahatan tersebut.

2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan,
sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan
kejahatan tersebut.

Di dalam pasal tersebut orang yang melakukan, yang menyuruh
melakukan perbuatan serta mereka yang membantu dalam melakukan tindak
pidana dapat dikataan melakukan perbuatan pidana penyertaan (de/neming)
adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan
tindak pidana,” sudah ada penjelasan didalam hukum pidana Islam istilah-
istilah kejahatan dikenal dengan nama jarimah yang telah ditafsirkan dengan
larangan-larangan syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau
ta’zir. Oleh karena itu pembunuhan termasuk dalam jarimah menurut hukum
pidana Islam yang dapat dipidana dengan hukuman Qishash.

Hukuman bagi pelaku tindak pidana atas jiwa yang tidak disengaja
atau karena kesalahan adalah dengan membayar diat.* Diat adalah harta yang
wajib dibayarkan karena berbuat kriminal terhadap orang merdeka, baik
dengan membunuhnya maupun dengan menciderai anggota tubuhnya.’

Pembantuan dalam bentuk sengaja membantu pada waktu
dilakukannya kejahatan, hampir mirip dengan bentuk turut serta melakukan

kejahatan. Perbedaannya terletak pada peran pembantuan, dimana orang

*Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Di Indonesia, (Bandung : Refika Aditama.2008), 25.
“Ibid., 196

> Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, ter. Achmad Zaidun dan A.
Ma’ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), 29.



yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting atau tidak
bersifat sangat menentukan bagi keberhasilan tindak pidana yang dilakukan
oleh pelaku. Sedangankan dalam turut serta orang yang turut serta tersebut
memliki hubungan atau kerjasama dengan orang lain untuk melakukan
perbuatan pidana.

Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah
memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah
dilakukannya memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau
mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal ini seseorang yang
membantu telah menyerahan alat-alat untuk melakukan kejahatan kepada
seorang pelaku, akan tetapi alat-alat tersebut tidak digunakan oleh pelaku,
yang membantu tidak dapat dihukum. Sedangkan perbuatan seseorang yang
membantu dapat disebut memenuhi unsur yang bersifat subjektif apabila
sipelaku memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah
atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan.®

Seperti dapat kita lihat pada kasus pembunuhan Hakim Agung
Syafiuddin Kartasasmita yang dilakukan dengan menembak korban oleh dua
orang, Noval dan Mulawarman yang dihukum dengan hukuman seumur
hidup. Kedua eksekutor tersebut melakukan pembunuhan tersebut atas

bujukan Tommy Soeharto yang kemudian dihukum atas dakwaan membujuk

®Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 132.



melakukan pembunuhan dan actor intelektual pada kasus itu yang dihukum
dengan hukuman lima belas tahun penjara.’

Kesamaan kasus diatas dengan kasus yang saya angkat yaitu terletak
pada kasus pembunuhan yang menggunakan pembunuh yang dilakukan secra
bersyarikat, namun ada perbedaan mendasar antara kasus saya dengan kasus
diatas yaitu orang yang menjadi otak pembunuhan pada kasus diatas di
hukum lima belas tahun penjara namun dalam kasus yang saya angkat orang
yang menjadi otak pembunuhan tersebut tidak dihukum. Hal ini yang
menjadi permasalahan dalam kasus yang saya angkat ini.

Berkaitan dengan hukuman bagi pelaku pembunuh Bersyarikat yang
menyebabkan hilangnya nyawa , saya mencoba menganalisis putusan
Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN.BIt dengan korban yang
bernama Prayogo Ardi.

Terdakwa Muhammad Muadz telah dimintai tolong oleh saksi Ruslan
untuk memisahkan hubungan asmara korban Prayogo Ardi dengan saksi
Wati dengan cara melakukan semacam ritual dan terdakwa diberi uang oleh
saksi Ruslan sebesar Rp. 5.000.000; akan tetapi setelah dilakukannya ritual
tersebut terdakwa dipanggil oleh Ruslan karena yang dilakukan oleh
terdakwa tidak berhasil. Ruslan menyuruh terdakwa untuk mencari
seseorang yang mau membunuh korban Prayoga Ardi dan terdakwa tidak
berhasil mendapatkan pembunuh bayaran yang diminta oleh saksi Ruslan

dan meminta kembali uvang yang telah diberikan kepada terdakwa Muadz,

" Abdurrahman Madjrie dan Fauzan Al-Anshari, Qishas, Pembalasan yang Hak, (Jakarta : Kahirul
Bayan, 2003), 3



akan tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikan terselip dipikiran Muadz
untuk menyanggupi untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Prayogo
Ardi.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana
penjara selama 16 (enam belas) tahun dan menetapkan yang telah dijalani
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis
hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan atas dasar
perintah dan imbalan berupa uang. Dalam hal tersebut, melatar belakangi
penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan penulisan skripsi
dengan judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PEMBUNUHAN SECARA BERSYARIKAT (STUDI PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI BLITAR No. 150/Pid.B/2013/PN.Blt)

B. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-
kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan
melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya kemudian yang dapat diduga
sebagai masalah.*Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis perlu
menjelaskan batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam

penelitian ini agar terfokus dan terarah. Adapun batasan dalam skripsi ini

adalah:

$Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,
(Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, 2016), 8.



Dasar hukum pertimbangan majelis hakim terhadap aktor intelektual
dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.BIt
tentang Pembunuhan secara bersyarikat.

Bagaimana perspetif Hukum pidana Islam terhadap putusan
Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.BIt tentang
pembunuhan secara bersyarikat.

Analisis  yuridis putusan No.150/Pid.B/2013/PN.BIt  tentang
pembunuh secara bersyarikat .

Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri

Blitar tentang pembunuhan secara bersyarikat.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas, maka penulis memberikan rumusan

masalah dalam penulisan karya tulis ini sebagai berikut:

1.

Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembunuhan secara bersyarikat
dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.Blt ?

Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap pembunuhan secara
bersyarikat dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar

No.150/Pid.B/2013/PN.BIt ?



D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan
pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.’

Pustaka pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang
kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan
diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak
merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah
ada.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syarif Abdillah prodi Siyasah

Jinayah yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
832/Pid b/2012PN.Sda Tentang Kasus Tindak Pidana Pencurian
Dengan kekerasan, dalam penelitian ini lebih mengarah kepada
pelaku dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku turut serta
tidak langsung dalam melakuan tindak pidana.'
2. Skripsi yang ditulis oleh Subairi Chasen prodi siyvasah jinayah
yang berjudul “Tinjauvan Figih Jinayah Terhadap Putusan

No.212/Pid. B/2013/PN.Bkl Tentang Pembarengan Tindak Pidana

Antara Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dengan Kekerasan

’Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis..., 20.

' Ahmad Syarif Abdillah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Sidoarjo Nomor 832.Pid.b/2012/PN.Sda Tentang Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan
kekerasan”,(Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013).



di Pengadilan Negeri Bangkalan”. Dalam penelitian tersebut
penulis lebih mentitikberatkan pembahasan mengenai hukuman
yang dijatuhkan hakim kepada pelaku turut serta secara langsung
atau otak dari tindak pidana yang dilakukan, Hukuman yang
didapat turut serta tidak langsung adalah separuh dari pelaku yang
merencanakan dan berbuat langsung dalam ¢/indak pidana
tersebut.''
3. Skripsi yang ditulis oleh Syarifudin Jurusan Perbandingan Mazhab
yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Putusan Perkara Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm
Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan
oleh anak di bawah umur. Dalam penelitian tersebut, penulis
menitikberatkan pembahasan mengenai perbandingan status
hukumanpembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur
menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.'
Skripsi di atas memiliki kesamaan dengan dengan penelitian penulis,
yaitu sama-sama meneliti tentang pembunuhan. Sedangkan perbedaannya
adalah dalam penelitian ini penulis fokus membahas mengenai keterlibatan

para pihak pembunuh secara bersyarikat ditinjau dalam teori Ishytirak fi Al-

"'Subairi Chasen, “Tinjauan Figih Jinayah Terhadap Putusan No.212/Pid.B/2013/PN.Bkl Tentang
Pembarengan Tindak Pidana Antara Pembunuhan Berencana dan Pencurian Dengan Kekerasan
di Pengadilan Negeri Bangkalan”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya,
2014).

"Syarifudin, “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor
88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm”, (skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyaarta,
2015).
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Jarimah. Secara garis besar dalam skrispsi ini, penulis akan memfokuskan
pada 3 (tiga) pembahasan. Pertama, menjelaskan tentang tindak pidana
pembunuhan menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam. Kedua,
menjelaskan hukuman bagi para pelaku yang terlibat dalam pembunhan
secara bersyarikat dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar No.
150/Pid.B/2013/PN BIt berdasarkan undang-undang. Ketiga, menjelaskan
sanksi hukuman bagi para pihak yang terlibat pada pembunuhan secara
bersyarikat dengan menggunakan teori Ishytirak fi Al-Jarimah pada putusan
Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN BIlt tentang pembunuhan

secara bersyarikat.

E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah
penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang
benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.'*dengan berbagai tujuan antara
lain sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan
Negeri Blitar mengenai pembunuhan yang dilakukan secara
bersyarikat dalam perkara No.150/Pid.B/2013/PN.Blt.
2. Untuk mengentahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
tindak pidana penyertaan pembunuhan secara bersyarikat dalam

Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN Blt.

“Haris Herdiansyah, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Jakarta : Salemba Humanika, 2010),
89.
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F. Kegunaan Hasil Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas
kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-
kurangnya dalam dua aspek yaitu :
1. Aspek Keilmuan
Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan
sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas Syariah dan
Hukum khususnya prodi Hukum Pidana Islam.Serta dapat
dijadikan bahan acuan dan landasan pemahaman dalam
pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian berikutnya
tentang hal-hal yang berkenaan dengan analisis hukum Islam
terhadap pembunuhan secara bersyarikat.
2. Aspek Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan bagi
para penegak hukum dan dapat dijadikan pertimbangan dalam
menerapkan sanksi pidana terhadap pembunuhan secara

bersyarikat.

G. Defisi Operasional
1. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari fikih Jinayah. Fikih
Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau

perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang
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yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-
dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis."

2. Pembunuhan secara bersyarikat dalam kasus penyertaan
pembunuhan, mengakibatkan pada konsekuensi hukuman atau
pertanggungjawaban pidana yang diterima oleh pelaku diantaranya,
dengan turut berbuat tidak langsung maka fuqaha menjadi dua yaitu :
orang yang berbuat langsung dalam melakukan jarimah (syarik
mubasyir) dan perbuatanya disebut Ishytirak mubasyir. Orang yang
tidak ikut berbuat langsung dalam melaksanakan jarimah (syarik
mutasabbib) perbuatanya disebut A/-Ishytirak ghairul mubasyir atau

Al-Ishytirak bi attasabubi.”

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam

penelitian yang akan dilakukan.'°Dalam hal ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka
(library research), yaitu penelitian yang menekankan sumber
informasinya dari buku-buku hukum, jurnal dan literatur yang

berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

"7zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

' Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyr’I Al-Jina’l Al-
Islamiy Muqaranam Bil Qanulil Wad’iy), (Bogor: Kharisma Ilmu. ), 147.

16 Bambang Wahyu, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika,2002), 17.
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Sumber data primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data.'’Sumber data
primer penelitian ini adalah dokumen putusan Pengadilan
Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN BIt.
Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber tidak
langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap
kelengkapan penelitian yang berasal dari kamus,
ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan
sebagainya.18Diantaranya:

1.) Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di
Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003).

2.) Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2012).

3.) Ahmad wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

4.) Al-Imam Taqgiyuddin Abu Bakar AlHusaini,
Kitayatul Akhyar, ter. Achmad Zaidun dan A.
Ma’ruf Asrori (Surabaya: Bina [lmu, 1996).

5.) Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2007).

17Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.
87 ainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.
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6.) Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang,
Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014).
3. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka
(library research), maka penelitian ini dilakukan dengan cara
mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan
yang diteliti, kemudian memilih secara mendalam sumber data
kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.
4. Teknik Pengolahan Data
Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan
tersebut kemudian akan diolah dengan beberapa teknik sebagai
berikut:

a. FEditing, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang
berkaitan dengan f#indak pidana kelalaian yang
menyebabkan luka berat yang diperoleh dari berbagai buku
dan dokumen-dokumen mengenai topik penelitian
terutama kejelasan makna, dan keselarasan antara data satu
dengan yang lainnya.

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data
yang berkaitan dengan Kitab Undang — Undang Hukum
Pidana dan fikih jinayah yang diperoleh dalam kerangka

uraian yang telah direncanakan.
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C. Analizing, yaitu melakukan analisis terhadap data yaitu
mengenai tinjauan terrhadap putusan Pengadilan Negeri
Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN BIlt dengan menggunakan
kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir
sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Teknik Analisis Data
Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan teknik deskriptif analisis, dimana penulis
menggambarkan atau menguraikan tentang tindak pidana
pembunuhan berencana secara keseluruhan, mulai dari deskripsi
kasus, landasan hukum yang dipakai oleh Hakim, isi putusan

kemudian dilakukan analisis berdasarkan data yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih
mudah dalam memahami dalam penulisan skripsi. Adapun sistematika
pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yaitu
meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab ini membahas tentang landasan Ishytirak fil Al-

Jarimah dalam Islam yang berkaitan dengan studi ini. Dalam hal ini
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merupakan landasan teori tentang pengertian turut serta dalam tindak
pidanalslam tentang pembunuhan bersyarikat, sistem dan penerapan
hukuman bagi pelaku turut serta tindak pidana secara tidak langsung,
pengertian pembunuhan berencana dengan motif direncanaan terlebih dahulu
serta dasar hukumnya menurut pandangan hukum pidana Islam.

Bab Ketiga, bab ini mendiskripsikan tentang putusan Pengadilan
Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN.BIt terhadap keterlibatan para pihak
pada pembunuhan secara bersyarikat yang direncanakan terlebih dahulu dan
mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang,meliputi: deskripsi kasus,
dakwaan, alat bukti, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Bab Empat, bab ini membahas tentang analisis terhadap
pertimbangan dan dasar Hukum Hakim pada putusan Pengadilan Negeri
Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN.BIt tentang Pembunuhan secara bersyarikat
sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan analisis hukum
pidana Islam terhadap unsur kesengajaan menghilangan nyawa seseorang
dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN.BIt.

Bab Lima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan

saran dari penelitian ini.



